Islam dan Universalitas Hak Asasi Manusia

Setiap peradaban manusia dan konstitusi yang terbentuk di dalamnya mempunyai pandangan yang mendasari peradaban tersebut. Sekaligus menjelaskan kesinambungan pemikiran yang ada serta menggabungkan pemikiran-pemikiran parsial menjadi satu kaedah yang jelas. Walaupun diakui bahwa usaha untuk melakukan teoritisasi dari sudut ini kadang-kadang lepas dari kaedah tersebut.

A. Sebenarnya, kunci pokok dalam membahas HAM versi Islam berangkat dari prinsip kemuliaan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur’ân dan Sunnah.

Pertama, kemuliaan manusia adalah merupakan nikmat Allah yang patut disyukuri dengan cara menggunakan dan meletakkannya pada porsi yang sebenarnya.

Kedua, sesungguhnya Allah memuliakan manusia karena kemanusiaannya dengan tidak memandang suku dan agamanya. Al-Qur’ân dalam menjelaskan masalah ini sangatlah tepatl. Karenanya, jarang sekali kita menemukan ayat yang secara khusus tertuju kepada Arab atau pun orang Islam atau orang beriman. Tetapi, lebih banyak berbicara tentang manusia itu sendiri. (QS. Al-Tîn:4) (QS. Al-Infitâr:6-8) (QS. Al-Taghâbun:3) (QS. Al-Rahmân:3-4) (QS. Al-Isrâ:70).

Ternyata, teks-teks Al-Qur’ân dan Hadits Rasul yang membahas masalah ini sangatlah banyak. Tapi, sebaiknya kita hanya cukup melihat kepada dua kejadian penting yang erat kaitannya dengan masalah kemanusiaan. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Bahwa ia berkata; “Sesungguhnya, saya memaki seseorang kemudian saya mengejek ibunya. Lalu Rasulullah berkata kepada saya; “Wahai Abu Dzar! Bila kamu mengejek ibu orang tadi, maka sesungguhnya dalam dirimu terdapat satu sikap yang mirip dengan tindakan orang jahiliah”. Lihat hadits Muslim bab Iman no. 38 dan hadits Bukhari bab Iman no. 22 dan bab ‘Itq (pembebasan) no. 15.

Kejadian kedua, ketika keranda mayat seseorang lewat di depan Nabi, kemudian ada sahabat yang nyeletuk bahwa sesungguhnya mayat itu adalah orang yahudi. Dengan tegas nabi menjawab; “Tidakkah mayat itu mempunyai kehormatan seorang manusia?”. Lihat hadits Bukhâri bab Janâzah no. 50 dan hadits Muslim bab Janâzah no. 81. 

Ketiga, bila kita memperjelas kembali penegasan Al-Qur’ân terhadap kemuliaan manusia dapatlah kita rinci sebagaimana berikut: a) Sisi material yang secara khusus berbicara tentang kesempurnaan postur dan bentuk manusia. b) Sisi spiritual yang khusus mengupas tentang pikiran, perasaan, serta peran akal yang begitu besar. c) Ketinggian martabat yang telah diangkat dengan sendirinya oleh Allah yang bisa membedakan dengan makhluk lain, disamping ia merupakan seorang khalifah ia pun telah disediahi hamparan langit dan bumi yang telah tunduk kepadanya. d) Amanat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia dengan sikap kebebasan yang merupakan syarat taklief dan tanggung jawab tindak-tanduknya dalam kehidupan ini.

B. Hal lain yang erat hubungannya dengan prinsip kemuliaan manusia adalah tergolongnya manusia menjadi satu komunitas yang bernama ummat yang menyatakan tentang keesaan Tuhan serta asal-usul mereka. (QS. Al-Nisa’:1).

Perbedaan bahasa dan juga warna kulit tidaklah menjadi penghalang bagi kesetaraan manusia. Tapi hendaknya dipahami bahwa itu adalah salah satu tanda kebesaran Ilahi, sehingga mereka mampu untuk saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan tadi. (QS. Al-Rûm:22) (QS. Al-Hujurat:13).

Saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong adalah merupakan prasyarat langgengnya manusia. Karena pada dasarnya Allah telah mendistribusikan dengan rata kebaikan-kebaikan yang tertabur di seantero bumi dengan penegasan bahwa sebenarnya semua itu hanyalah untuk manusia. (QS. Al-Baqarah:29) (QS. Al-Mulk:15).

Anjuran untuk saling tukar-menukar nilai manfaat serta larangan ekspoitasi merupakan salah satu dasar pandangan Islam tentang ekonomi internasional.

Lebih dari itu, bahwa Islam berkeinginan untuk mengikis habis perbedaan yang disebabkan oleh warna kulit dan rasnya sebagaimana juga melempar jauh-jauh sikap fantisme nasional. “Barang siapa yang berperang karena alasan yang tidak jelas (mengajak kepada fanatisme), maka peperangan itu adalah merupakan tindakan orang jahiliah” (Hadits al-Nasâ’î bab Tahrîm no. 28).

Oleh karenanya, Islam menganggap Arabisme sebagai warisan kultur Arab bukan nasionalisme itu sendiri. Makanya, orang yang bisa berbahasa Arab berarti telah mewarisi kultur Arab. Dananpabila perbedaan ras dan fanatisme ini hilang, runtuh pulalah sendi ekspoitasi dan kolonialisme. 

C. Selanjutnya, kita masuk kepada masalah keterkaitan Islam dan HAM yang bisa dilihat lewat kaitan hak dan kewajiban. Maka dalam Islam tidak diperkenalkan adanya hak tanpa adanya kewajiban. Concern Islam terhadap hak tanpa keterangan lebih lanjut tentang aturan-aturan pelaksanaan kewajiban pada akhirnya akan menyebkan manusia hanya akan berpikir untuk dirinya. Dan pada saat yang bersamaan ia lari dari kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang bila ini tidak dilaksanakan, seseorang tidak akan bisa untuk memenuhi haknya. Pengaruh lain yang bakal ditimbulkan oleh timpangnya kedua timbangan ini (hak dan kewajiban), adalah terjadinya kesemrautan yang akan merusak nilai tolong-menolong dalam rangka memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak dengan mudah dan damai.

Inilah sebenarnya pandangan jelas yang dikemukakan oleh Islam. Yang dengan tegas menyerukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, baik itu individual atau pun sosial. 

Dari sini, pembahasan HAM dalam Islam, dari segi teoritis, sudah tertera dalam dua kaedah usul fiqh. Pertama, adalah hak-hak yang dibentuk oleh tradisi klasik, baik itu hak personal dan hak-hak sosial (untuk yang terakhir ini diistilahkan dengan hak-hak Tuhan mengingat begitu besarnya tanggung jawab yang harus dipikul). Kedua, adalah kewajiban-kewajiban yang juga bersumber dari tradisi klasik terdiri dari kewajiban indivudual dan kewajiban sosial (fardlu kifâyah).

D. Sementara pembahasan HAM dalam perspektif Islam, dari sisi praktis, tidaklah mungkin untuk ditemukan dalam keterangan-keterangan. Tetapi akan ditemukan dalam konvensi Islam yang dijelaskan dengan rinci. Maka, dilihat dari sini, deklarasi tentang prinsip-prinsip umum yang ada dalam konstitusi internasional jika tidak dibarengi dengan pemeliharaan terhadap konstitusi lokal, maka hasilnya adalah nonsens. Salah satu contohnya, sebagaimana yang termaktub di awal konstitusi internasional seperti disinggung tadi tentang kebebasan berpendapat, kebebasan sosial serta kebebasan pers yang dalam prakteknya harus melalui prosedur hukum. Bila tidak, tindakan ini dianggap menyalahi aturan. Lebih ironis lagi, menyeret kaum oposan ke pengadilan dengan tuduhan teroris dan lain sebagainya.

E. Bukannya kita tidak menganggap penting naskah Deklarasi Internasional HAM itu, tapi janganlah sampai materi-materi tersebut menjadi acuan dasar undang-undang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya ia memberikan hak penuh kepada semua institusi untuk menjaga dan menjalankan undang-undang yang telah ada. Sementara persyaratan lain yang perlu diperhatikan adalah terbentuknya satu badan legislatif yang menjamin konsistensi berjalannya undang-undang di setiap negara.

F. Yang perlu diperhatikan di sini, bahwa salah satu kelebihan yang dimiliki oleh perundang-undangan Islam yang meletakkan syariat sebagai blue print dasar dalam undang-undang dengan tetap menghormati undang-undang yang sudah ada. Bahkan diantara orang Islam ada yang berkeyakinan bahwa materi deklarasi HAM lebih tinggi kedudukannya dari Al-Qur’ân. 

Dari sinilah, Islam menganggap urgen pembahasan tentang HAM ini. Yang selanjutnya diikuti oleh satu pertanyaan, apakah syariat Islam betul-betul cocok untuk dijadikan satu pijakan dasar dalam negara? atau justru sebaliknya, apakah kita harus bersandar kepada nilai universalitas HAM yang ada dengan menjadikan Islam sebagai rivalnya. Dua pertanyaan di atas dapat dijawab dengan beberapa hal di bawah ini:

Pertama, analisa awal yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara universalitas HAM dan karakteristik yang telah dengan sendirinya lahir dari suatu induk peradaban. Walaupun pembahasan tentang universalitas HAM, sejak dideklarasikannya tahun 1948 sudah mendapatkan respon serta kilas balik pemikiran terhadapnya.

Asumsi masyarakat internasional terhadap HAM adalah merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan dengan serius. Karena saat itu HAM dianggap sebagai persoalan internasional yang melewati batasan lokal yang seakan-akan menghilangkan otoritas satu negara. Dan juga tak kalah pentingnya, penjelasan bahwa Islam dengan keras mengharamkan tindakan tiranik sebelum perjanjian Brian-Kylogh 1928 atau tiga belas abad setengah sebelum deklarasi HAM, pada dasar membolehkan peperangan (tirani) karena dua alasan pokok; Pertama, perangan itu dilakukan sebagai tindakan difensif sebagaimana dianjurkan oleh syariat. Kedua, untuk menjaga kebebasan berakidah dan berpikir yang karenanya Islam menganjurkan untuk menyingkirkan hukum otoriter yang merampas hak-hak masyarakat. Pada hakekatnya, prinsip ini memiliki kesamaan dengan perlindungan internasional sebagaimana yang tertera di dalam itu sendiri. Problem ini perlu perhatian serius, mengingat karena ia merupakan detik-detik penting dalam sejarah dinamika HAM.

Kedua, tentang masalah deklarasi HAM tahun 1948 yang syarat dengan materi-materi HAM, sebagaimana kita tahu semua, tidak semua negara Eropa menerima konsepsi ini. Maka, ketika terjadi memorandum Eropa tentang HAM tahun 1950 sebagai follow up untuk membenahi materinya. Kemudian, pada tahun 1966 terbentuklah dua kesepakatan yang khusus menyangkut hak-hak ekonomi sosial dan budaya serta hak-hak sipil,  politik dan rancangan undang-undang alternatif lainnya. Untuk membenahi kesepakatan-kesepakan di atas, maka disusunlah hak-hak wanita dan anak ketika Konferensi Wina tahun 1993. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1990 di Kairo dilaksanakan Konferensi Internasional Islam yang diikuti oleh 45 negara Islam. Namun, kenyataannya konferensi ini hanya berakhir dengan dua pertanyaan; haruskah nilai-nilai HAM ini untuk dieksternalisasikan? dan apakah metode yang menjadi standart untuk sampai kepada universalitas HAM tadi?.

Secara prinsip, universalitas HAM tidak usah lagi diperbincangkan. Jika seandainya kita sepakat secara serentak untuk menjamin penghormatan HAM tadi. Tapi, yang mendesak untuk didiskusikan adalah materi-materi HAM yang hendak diuniversalisasikan. Apakah ini merupakan satu kesepakatan bersama, yang paling tidak, diakuinya materi-materi itu?, atau itu merupakan nilai-nilai dasar yang menguatkan bahwa kita adalah ibarat satu masyarakat?.  Sekjen PBB dalam sambutannya, saat Konferensi Wina 1993, telah melemparkan pertanyaan tanpa jawaban; siapakah seharusnya yang memberikan batasan-batasan terhadap materi-materi HAM yang ada?.

Bila kita memilih alternatif pertama, yaitu bahwa nilai HAM adalah merupakan kesepakatan. Sebenarnya, kitalah sendiri yang bisa memberikan batasan-batasan tentang nilai HAM tadi. Sebagaimana yang termaktub dalam materi ke 38 tentang asas peradilan internasional sebagai salah satu dasar undang-undang internasional. Pada asas itu, kita mempunya banyak tugas untuk melakukan studi konparatif agar sampai kepada kesepakatan-kesepakatan yang dimaksud. 

Dan juga sebaliknya, bila kita memilih alternatif kedua. Sebagaimana ditekankan oleh sekjen PBB dalam sambutannya tadi. Kita seakan-akan berkutat di ruangan kosong dari kesepakatan-kesepakatan atau pun terbentuknya lembaga-lembaga yang intinya tidak mempunyai peran aktif dalam melaksanakan HAM. Walaupun diakui bahwa HAM itu tidak ingin untuk merubah pikiran masyarakat internasional. Untuk menyatakan bahwa inilah HAM versi Barat.

Ada sedikit selentingan, bahwa kesepakatan tadi telah diikuti oleh beberapa dilegasi dari negara. Tapi kenyataannya, pada Konferensi Kependudukan di Kairo pada tahun 1994 dan Konferensi Wanita di Beijing tahun 1995 menjelaskan bahwa mayoritas delegasi-delegasi negara ke III mereka belajar di Barat sehingga pemikirannya pun lebih condong ke Barat. Termasuk yang hadir dalam konferensi tersebut adalah kaum birokrat yang tidak mementingkan hasil dari konferensi ini. Mereka yang kebanyakan utusan dari lembaga-lembaga negera dan masyarakat, bisa dibaca bahwa kapten kapal tidak berjalan sesuai dengan keinginan penumpang.

Dengan tidak menafikan kesepakan-kesepakatan penting diantara beberapa segmen peradaban, disana pun banyak perbedaan yang ada sesuai dengan karakteristik peradaban tersebut. Tidaklah penting bagi kita untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di setiap peradaban. Yang kemudian kita membentuk satu peradaban khusus. Permasalahan ini bukan tempatnya untuk kita bahas. Tapi lebih penting bagi kita, bagaimana tetapi menjaga nilai-nilai spesial yang ada pada setiap peradaban tanpa menghalangi universalisasi nilai dari peradaban tersebut.

Dalam hal ini, kami (penulis. Red) akan memberikan dua contoh berkenaan dengan masalah tadi. Pertama, adalah masalah penisbatan anak yang oleh peradaban barat dianggap satu hal yang biasa. tapi dalam syariat Islam, melarang penisbatan anak kepada selain ayah-ibunya. Ini bukan berarti bahwa syariat Islam tidak memperhatikan anak pungutan atau anak-anak yang dalam kondisi sengsara (miskin). Tapi jusrtu sebaliknya, Islam menghendaki bagaimana seharusnya mereka itu mendapat perlindungan kekeluargaan secara harmonis. Mengapa nilai penting ini tidak mendapatkan perhatian khusus. Sebagaimana diisyaratkan oleh materi-materi HAM serta memberikan hak penuh kepada setiap peradaban untuk melaksanakan hal ini sesuai dengan kehendaknya.

Contoh lain, adalah masalah hukum mati yang mayoritas negara barat sepakat untuk menghapusnya. Sementara di bagian lain, negara-negara Eropa bersikeras untuk menetapkan hukum ini eksis. Mengapa masalah hukum mati bagi mereka yang terjun di dunia politik (nara pidana) tidak disepakati untuk dihapus dan juga tidak memberikan hak kepada konstitusi lokal untuk mempraktekkan hukum ini sesuai dengan pemahaman  yang sudah baku.

Terminologi demokrasi dan pluralisme tidaklah menghalangi bersatunya Uni Eropa. Sebagaimana Uni Eropa pun tidak menghapus adanya pluralisme yang ada. Walaupun disadari tentang adanya satu pemahaman khusus bahwa sesungguhnya negara-negara Eropa itu berdiri di atas tiga konstitusi; Jerman, Latin dan Anglo saxon. Maka janganlah kita mempunyai pikiran untuk menyatukan konstitusi-konstitusi tersebut. Apa yang telah mereka sepakati lewat konferensi dan tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dasar yang harus dipelihara oleh setiap negara dengan catatan kebebasan dan fleksebilitas serta tidak mengikat dari konstitusi tersebut. Amerika Serikat yang terdiri dari 50 wilayah, masing-masing wilayah memiliki hak penuh untuk melaksanakan undang-undangnya. Seperti —katakanlah— hukum mati, sebagian ada yang memperaktekkan dan sebagian ada yang tidak. Atau minuman khamer yang sebagian wilayah membolehkan dan sebagian lainnya mengharamkan. Termasuk juga, masalah perceraian yang sebagian wilayah Amerika membolehkan tanpa alasan yang jelas sementara di wilayah lain sangatlah keras terhadap undang-undang ini.

Pluralitas tetap terjalin walaupun semua berada dalam satu sistem kekuasaan. Mengapa kita tidak mengambil manfaat dari pengalaman emperis ini, ketika kita hendak mempraktekkan HAM diantara masyarakat sesuai dengan tradisi kultur yang sudah ada.

Kesimpulan yang hendak saya sampaikan dalam paper singkat ini, adalah perlunya kerjasama internasional dalam rangka merealisasikan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Sekaligus mengkaji secara serius permasalahan yang selama ini kita perselisihkan dengan tetap memberi kebebasan penuh kepada semua instansi dan negara untuk melaksanakan beberapa point yang dianggap kurang sesuai dengan tradisinya.

Dan dengan cara seperti inilah, pemeliharaan sistem tetap akan terjaga dengan baik. Dan untuk selanjutnya membuka kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang pas dan membuang hal-hal yang agak sedikit mengikat. Bila ini bisa dilaksanakan, maka sistem tersebut akan tetap fleksibel di satu sisi dan tetap menjadi landasan utama dalam penyusunan undang-undang lainnya di sisi yang lain. Di saat yang bersamaan ia juga memberikan kebebasan interpretasi teks-teks yang sesuai dengan metode dan pendekatannya masing-masing. Yang pada akhirnya, akan memberikan masukan ide positif terhadap terbentuknya nilai-nilai baru HAM yang kemungkinan bisa diterima oleh masyarakat internasional. Selain itu, mampu menyumbangkan masukan baru terhadap rancangan materi-materi yang kita perjuangkan ini. 

Karena sangat tidak mungkin untuk menganalisa secara mendetail dan tajam dalam tulisan singkat ini, aspek-aspek penting yang tertuang dalam syariah yang luas itu. Namun, alangkah praktisnya bila kita merujuk kembali tradisi-tradisi pemikiran Islam klasik tentang makna penghormatan. Seperti memberi bantuan kepada keluarga dekat, menghargai hak-hak tetangga, menyadari hak-hak persahabatam, hak tetamu, serta hak-hak lain yang tak kalah pentingnya seperti yang telah ditetakankan oleh Al-Qur’ân dan Hadits.

Dan terakhir, seyogyanya kita percaya bahwa betapa pentingnya bagi kita (sebagai orang Islam, Pen.) untuk tetap menjadikan syariah sebagai salah satu pranata hukum penting dalam perundang-undangan internasional. Dengan tetap dinyatakan bahwa ia mempunyai karakteristik religius yang masih memandang adanya siksaan dan pahala, walaupun ia tidak menafikan unsur-unsur keduniaan. Dengan cara pandang seperti ini, setidaknya kita bisa mendapatkan dua kepentingan pokok. Pertama, bahwa kita dengan mudah melaksanakan hak-hak dengan sikap toleran tanpa mengindahkan perdebatan-perdebatan ulang demi stabilitas dan keamanan masyarakat Islam. Kedua, langkah ini akan sedikit meringankan beban materialitas yang telah menjadi candu yang sudah merasuki ke setiap ruang gerak kehidupan manusia modern sehingga mengotori jiwa yang sudah bersih dan merusak citra masyarakat yang sudah mapan.

ِadad 79 tahun 20 februari-april 1996 m

